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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting sebagai bekal untuk mendapat 

kehidupan yang layak. Pendidikan pada dasarnya memberikan kita pengetahuan bagaimana 

bersikap, bertutur kata dan mempelajari perkembangan ilmu pengetahuan yang pada 

akhirnya bisa dimanfaatkan untuk khalayak banyak. Berdasarkan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan sangat berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan. Sumber daya 

manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama 

untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin 

mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah 

dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya 

sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Secara 

umum bisa dikatakan bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat 

pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang  berpendidikan 

lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas 

seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari 

pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah 

mengembangkan keterampilan hidup untuk mendapat kualitas hidup yang lebih baik. 
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Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan 

revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan 

kesempatan kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sebagaimana 

telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (2) yang berbunyi bahwa : 

“Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya”. 

 

Hal ini terbukti dengan memberikan kemudahan mengakses pendidikan kepada 

masyarakat melalui beasiswa siswa berprestasi dan bantuan bagi siswa dari keluarga tidak 

mampu. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 

Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia 

Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif, Presiden Republik Indonesia telah 

menginstruksikan kepada Menteri Pendidikan untuk mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara 

terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 

Program Indonesia Pintar bagi keluarga kurang mampu. 

Program Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional yang berupa pemberian 

bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (6-21 tahun) yang berasal  dari 

keluarga kurang mampu sebagai bagian dari penyempurnaan Program Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) yang ditandai dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), dengan 

maksud untuk menjamin agar seluruh anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu 

terdaftar sebagai penerima bantuan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah. Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda atau identitas untuk menjamin dan 

memastikan agar anak mendapat bantuan Program Indonesia Pintar apabila anak telah 

terdaftar atau mendaftarkan diri (jika belum) ke lembaga pendidikan formal 

(Sekolah/Madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (Pondok Pesantren, Pusat 

Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Paket A/B/C, Lembaga Pelatihan/Kursus dan 
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Lembaga Pendidikan Non Formal lainnya di bawah Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Kementerian Agama). 

Program ini di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia 

dan Kebudayaan, yakni Puan Maharani. Penyelenggara dari program ini adalah 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Agama 

(Kemenag). Tujuan dari Program ini (tercantum dalam RPJMN 2015-2019) adalah untuk : 

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah. 

 

2. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya 

angka putus sekolah dan angka melanjutkan. 

3. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, 

terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki 

dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan antar 

daerah. 

4. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja 

atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. 

Kementerian Agama sebagai salah satu Kementerian yang terkait dengan Program 

Indonesia Pintar segera merespon dengan melakukan langkah-langkah sebagaimana 

diamanatkan oleh Instruksi Presiden dimaksud. Langkah-langkah tersebut adalah : 

1. Meningkatatkan koordinasi dengan Menteri Sosial, Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota dalam penetapan sasaran Program Indonesia Pintar. 

2. Menyediakan Kartu Indonesia Pintar sejumlah penerima Program Indonesia Pintar 

untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah. 

3. Membayarkan manfaat Program Indonesia Pintar beserta tambahan manfaat 

lainnya kepada siswa penerima Program Indonesia Pintar yang berada di sekolah 

yang dikelola Kementerian Agama. 

4. Melaksanakan sosialisasi secara intensif kepada penerima Program Indonesia 

Pintar. 
5. Menjadi pengguna anggaran dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

lingkup Kementerian Agama, dan 
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6. Melaporkan pelaksanaan Program Indonesia Pintar sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Koordinator 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 

(Sumber : JUKNIS PIP Pada Pendidikan Keagamaan Islam, 2016 : 5) 

 

Penerima KIP adalah anak usia 6 - 21 tahun yang bersekolah maupun tidak 

bersekolah, yang berasal dari keluarga penerima KKS atau yang memenuhi kriteria yang 

telah ditetapkan. Selanjutnya anak–anak usia sekolah dari rumah tangga miskin dan rentan 

kemiskinan melaporkan KIP tersebut ke sekolah/madrasah untuk diusulkan sebagai 

penerima manfaat program tersebut. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan dengan tujuan 

untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima program agar menjangkau anak-anak usia 

sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin dan rentan kemiskinan sesuai kuota dan 

pagu anggaran yang tersedia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

(TNP2K) mencatat bahwa Kartu Indonesia Pintar akan diberikan kepada 19,5 juta anak 

usia sekolah (6-21 tahun) baik dari keluarga/rumah tangga tidak mampu yang ditetapkan 

oleh pemerintah atau yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya  pada 

tahun 2016. Berikut ini merupakan tabel data jumlah seluruh penerima Kartu Indonesia 

Pintar di semua jenjang pendidikan pada tahun 2015-2016 : 

Tabel 1 

Data Penerima Kartu Indonesia Pintar Tahun 2015-2016 

 
(Sumber : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), 2016) , 

(http:www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu- 

indonesia-pintar-kip/) 

http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-indonesia-pintar-melalui-kartu-
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Berdasarkan Tabel 1 diatas, bisa kita lihat bahwa jumlah penerima Kartu Indonesia 

Pintar pada Tahun 2016 mencapai 19.547.510 juta yang akan dibagikan ke jenjang 

pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK dan MA/Sederajat yang terdiri atas anak di 

bawah Kemendikbud 17,92 juta dan di bawah Kemenag 1,62 juta, dengan total anggaran 

Rp11,56 triliun yang akan di bagikan ke seluruh Indonesia. 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya untuk menjangkau anak usia sekolah 

dari keluarga kurang mampu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selama ini 

tidak dijamin. KIP mendorong mengikutsertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di 

satuan pendidikan untuk kembali bersekolah. KIP menjamin keberlanjutan bantuan antar 

jenjang pendidikan sampai anak lulus jenjang pendidikan menengah. 

Berdasarkan data SIAP Online Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota 

Palembang tahun 2017 total keseluruhan sekolah yang ada di Kota Palembang berjumlah 

1.00 sekolah dengan rinciannya yaitu 218 SD Swasta, 275 SD Negeri, 194 SMP Swasta, 

69 SMP Negeri, 130 SMA Swasta, 31 SMA Negeri, 71 SMK Swasta, dan 12 SMK Negeri. 

Untuk lebih jelasnya mengenai data sekolah seluruh jenjang pendidikan yang ada di Kota 

Palembang dapat dilihat pada Lampiran I. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa 

tingkatan SD di Kota Palembang lebih banyak dari tingkatan SMP, SMA, dan SMK baik 

negeri maupun swasta. 

Selanjutnya pada tingkatan Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan 

Seberang Ulu I Kota Palembang, terdapat 16 Madrasah Ibtidaiyah yang juga telah 

menerapkan Program Indonesia Pintar ini untuk kemudian didaftarkan ke Kementerian 

Agama yang dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 

Daftar Nama Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang 
No Nama Madrasah NPSN Alamat Jumlah Siswa 

1 MIS Al-Khoiriyah 60705195 Jalan KH.Azhari Lrg.Tangga Raja 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

132 siswa 



6 
 
 

     

2 MIS Al-Hidayah 60705187 Jalan Gub.H.Bastari Kecamatan 
Seberang Ulu 1 

324 siswa 

3 MIS An-Nuur 60705200 Jalan Sukarjo Harjo Wardoyo 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

358 siswa 

4 MIS Ar-Rahman 69854388 Jalan H.Faqih Usman RT.47 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

145 siswa 

5 MIS Az-Zahir 60705196 Jalan Bungaran V 8 Ulu Kecamatan 
Seberang Ulu 1 

210 siswa 

6 MIS Bakti NH 10604023 7 Ulu Lorong Garuda 1 Kecamatan 
Seberang Ulu 1 

81 siswa 

7 MIS Daruttazibil 
Islamy 

60705191 Jalan KH. Azhari Lorong Sepakat 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

109 siswa 

8 MIS Hijriyah II 60705197 Jalan KH. Azhari Lorong Pasiran 
RT.45 Kecamatan Seberang Ulu 1 

1.120 siswa 

9 MIS Hijriyah VI 60705190 Jalan KH. Azhari Lorong Sungai 
Aur Kecamatan Seberang Ulu 1 

285 siswa 

10 MIS Ma’had Islamy 60705192 Jalan H.Faqih Usman Kecamatan 
Seberang Ulu 1 

166 siswa 

11 MIS Muhajirin 60705188 Jalan Gub. H. Bastari No.15 RT.20 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

142 siswa 

12 MIS Najahiyah 60705193 Jalan KH.M.Asyik 3-4Ulu No.30 

RT.29 RW.09 Kecamatan Seberang 
Ulu 1 

476 siswa 

13 MIS Muta’alimin 60705198 Jalan H.Faqih Usman Kecamatan 
Seberang Ulu 1 

194 siswa 

14 MIS Nurul Aitam 60705189 Jalan A.Yani Lorong H.Umar 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

203 siswa 

15 MIS Subulussalam 60705199 Jalan Tembok Baru Lorong 

Tanjung Kecamatan Seberang Ulu 
1 

79 siswa 

16 MIS Wathoniyah 60705194 Jalan KH.Azhari RT.03 5Ulu 
Kecamatan Seberang Ulu 1 

384 siswa 

(Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016) 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa MI Hijriyah II berada di urutan 

pertama siswa terbanyak, kemudian di urutan kedua MI Najahiyah, dan setelahnya MI 

Wathoniyah. Rekomendasi dari pihak Kementerian Agama MI Najahiyah memiliki lebih 

banyak siswa yang kurang mampu dibanding MI Hijriyah II. Oleh karena itu berdasarkan 

rekomendasi dari pihak Kemenag penulis mengambil lokasi penelitian di MI Najahiyah. 

Salah satu upaya agar Program Indonesia Pintar di Madrasah berjalan sesuai dengan 

apa yang diharapkan maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 

Nomor 1022 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar Untuk Siswa 
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Madrasah Tahun Anggaran 2016 sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Program 

Indonesia Pintar. 

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1022 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Program Indonesia Pintar untuk Siswa Madrasah tahun 2016 

yakni disebutkan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bantuan tunai pendidikan 

bagi anak usia sekolah dari keluarga pemegang Kartu Kesehatan Sejahtera (KKS) , atau 

yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Berikut kriterianya : 

a. Siswa pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) Dan atau siswa yang berasal dari 

keluarga pemegang Kartu Keluarga Perlindungan Sosial / Kartu Keluarga Sejahtera 

(KPS/KKS) dan atau peserta Program Keluarga Harapan (PKH); 

b. Selain Kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Madrasah bersama 

dengan Komite Madrasah dapat mengusulkan siswa lain yang dianggap pantas dan 

berhak mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar melalui Format Usulan 

Madrasah (FUM) dengan memenuhi salah satu kriteria berikut: 

1. Siswa dari keluarga kurang mampu dan atau telah ditetapkan sebagai 

penerima manfaat BSM/PIP tahun 2015 yang memiliki Surat Keterangan 

Rumah Tangga Miskin (SKRTM) atau Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) atau Surat Keterangan Keluarga Miskin (SKKM) dari 

Kelurahan/Desa dan; 

2. Siswa yang berasal dari Panti Sosial/ Panti Asuhan/ yang dikelola oleh 

Kementerian Sosial dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Panti 

Sosial/Panti Asuhan; 

3. Siswa yang menjadi korban musibah bencana alam dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Terkena Musibah dari kelurahan/desa/madrsah; 
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4. Pertimbangan lain : siswa aktif berasal dari keluarga tidak mampu yang 

dibuktikan dengan Surat Keterangan dari kelurahan / desa / madrasah / 

pimpinan pondok pesantren dengan kriteria; 

a) Berada di ma’had/pesantren/asrama 

 

b) Mengalami kelainan fisik 

 

c) Yatim dan atau piatu, 

 

c. Siswa dari keluarga tidak mampu yang berasal dari provinsi Papua dan Papua Barat 

dapat diprioritaskan menerima manfaat PIP tanpa memiliki KIP/KKS/KPS atau 

peserta program PKH dibuktikan dengan SKRTM/SKTM/SKKM dari 

Kelurahan/desa/madrasah. 

d. Berada pada usia sekolah yakni 6-21 tahun. 

 

Penjelasan diatas, disimpulkan bahwa setiap anak usia sekolah 6-21 tahun pemegang 

Kartu Indonesia Pintar yang berasal dari keluarga yang kurang mampu berhak 

mendapatkan manfaat dari Program Indonesia Pintar. 

Berdasarkan Opini Tentang Problematik Kartu Indonesia Pintar yang ditulis oleh 

Darmaningtyas, salah satu aktivis pendidikan dari Tamansiswa Yogyakarta bahwa : 

“Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu program unggulan 

Presiden Jokowi dalam bidang pendidikan yang bertujuan menghilangkan hambatan anak 

usia sekolah secara ekonomi untuk berpartisipasi di sekolah. Dengan demikian, mereka 

memperoleh akses pelayanan pendidikan yang lebih baik, mencegah murid mengalami 

putus sekolah, serta mendorong anak yang putus sekolah kembali bersekolah”. 

Secara konseptual, program ini sebetulnya cukup jelas, termasuk sasaran 

penerimanya. Namun, pada tingkat implementasinya cukup problematik, baik menyangkut 

validitas data yang dipakai maupun metode penyalurannya. 
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Informasi yang dilihat dari Media Indonesia Online (http://m.mediaindonesia.com, 

diterbitkan pada 02 Agustus 2017, pukul 00:15 WIB), menyebutkan bahwa masalah yang 

ada dalam program KIP ini adalah pertama, masalah yang dipakai berasal dari Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang surveinya  mungkin 

pada tahun 2011 sehingga data yang tersaji kedaluwarsa profil murid maupun orangtua 

banyak yang berubah. Bukan hal yang aneh bila ada murid yang sudah lulus justru 

mendapatkan KIP. Persoalan akurasi data itu pula yang menyebabkan penyaluran KIP pada 

masa Mendikbud Anies Baswedan tersendat. Persoalan kedua, soal penyaluran dana. 

Masalah metodologi penyaluran dana KIP itu bukan hal sederhana, mengingat nilai rupiah 

dalam KIP tidak boleh terpotong. Di sisi lain bank tidak diberi upah menyalurkan, hanya 

diberi toleransi menahan dana KIP satu bulan. Tapi penahanan uang dalam satu bulan tidak 

bermakna apa-apa jika dibandingkan dengan alokasi SDM yang harus disediakan 

perbankan guna penyaluran KIP. Padahal, kinerja direksi bank BUMN dinilai berdasarkan 

keuntungan yang disetor ke negara. Akibatnya, penyaluran dana KIP terlambat. Problem 

yang juga dihadapi oleh murid adalah saat hubungan dengan bank perlu bantuan orangtua. 

Tidak sedikit orangtua murid mennyalahgunakan dana KIP. 

Penjelasan sebelumnya merupakan permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. 

Selanjutnya, di MI Najahiyah hampir seluruh siswa pemegang KIP, KKS, dan KPS atau 

tergolong miskin tetapi tidak semua mendapatkan manfaat atau dana dari Program ini 

dikarenakan data yang didaftarkan ke Kementerian Agama dilihat dari data EMIS 

(Education Management Information System) tahun 2014 sehingga mengakibatkan banyak 

siswa pemegang KIP tahun 2016 tidak terdaftar sebagai penerima manfaat KIP. Adapun 

data siswa yang tergolong miskin di MI Najahiyah tahun 2016 dapat dilihat di Lampiran II. 

Dari data tersebut, bisa disimpulkan bahwa ada 473 siswa dari kelas I-VI di MI Najahiyah 

yang berstatus sebagai pemegang KIP, namun tidak seluruhnya yang menerima 

http://m.mediaindonesia.com/
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manfaat dari program tersebut. Padahal dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1022 

Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap anak pemegang KIP berhak mendapatkan manfaat 

dari program tersebut. 

Menurut Kepala Bagian Tata Usaha MI Najahiyah, Nyimas Rohmah, S.Pd.i 

menyebutkan bahwa jumlah siswa MI Najahiyah berjumlah 476 siswa. Jumlah pemegang 

KIP sebanyak 473 siswa, dan yang menjadi penerima manfaat KIP pada Tahun 2016 

berjumlah 86 siswa. Data Siswa Penerima manfaat KIP di MI Najahiyah Tahun 2016 dapat 

dilihat di Lampiran III. 

Penjelasan lampiran diatas, dapat kita lihat bahwa adanya masalah akurasi data 

dimana banyak siswa yang kurang mampu atau sebagai pemegang KIP tetapi tidak 

menerima manfaat dari Program ini. Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sejauh 

ini masih ditemukan banyak masalah-masalah atau hambatan-hambatan di lapangan, yaitu 

masalah akurasi data penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan ketidakpahaman siswa 

atau guru mengenai PIP. 

Selanjutnya, di MI Najahiyah ini terdapat 23 pegawai dimana 5 PNS dan 18 Non 

PNS, dari 23 pegawai tersebut yang mengurus program ini hanya satu guru saja, sedangkan 

guru lainnya ketika ditanya banyak yang tidak tahu. Berikut gambaran keadaan guru di MI 

Najahiyah : 

Gambar 1. 
KEADAAN GURU 

 
Status 

Jenjang Pendidikan 
Total 

<S.1 S.1 S.2 S.3 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Lk Pr Jml 

PNS 0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 5 

Non PNS 1 2 0 15 0 0 0 0 1 17 18 

Jumlah 1 2 2 18 0 0 0 0 3 20 23 

 

Penjelasan sebelumnya menyebutkan bahwa dari 23 jumlah guru yang paham 

mengenai program ini hanya satu saja, menunjukkan kurangnya pemahaman guru terhadap 

PIP dikarenakan sosialisasi yang kurang dengan Kementerian Agama dan komunikasi 
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antar sesama guru. Padahal telah jelas disebutkan dalam SK DIRJEN Pendidikan Islam 

Nomor 1022 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Penetapan Program Indonesia 

Pintar untuk Madrasah Swasta adalah guru menginformasikan kepada siswa yang memiliki 

KIP untuk segera melapor ke madrasah untuk kemudian diusulkan ke Kementerian Agama. 

Dalam hal ini peran guru juga penting untuk menyukseskan program ini, jika guru tidak 

paham maka akan terjadi ketidakpahaman pula dengan siswa, sehingga mengakibatkan 

program ini belum bisa berjalan dengan baik. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PIP di MI Najahiyah 

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016 juga masih terdapat masalah atau 

hambatan yang diindikasi dari beberapa gejala, yaitu : 

1. Kesimpangsiuran data dalam pendistribusian yang berhak menerima Kartu 

Indonesia Pintar, karena data yang digunakan dilihat dari data EMIS (Education 

Management Information System) tahun 2014 sehingga mengakibatkan 

ketidaktepatan sasaran dalam pembagian KIP. 

2. Ketidaktepatan sasaran mengakibatkan kurang meratanya pembagian Kartu 

Indonesia Pintar terhadap siswa di Mi Najahiyah sehingga menimbulkan 

kecemburuan pada siswa dan keluhan dari orangtua yang anaknya tidak 

mendapatkan manfaat KIP. 

3. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama mengakibatkan 

kurang pahamnya siswa atau guru terhadap PIP. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian yang berjudul 

“Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah 

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016.” 
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B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah 

Najahiyah Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016?” 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

jalannya Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Madrasah Ibtidaiyah Najahiyah 

Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang Tahun 2016 sehingga diharapkan penelitian 

ini mampu memberikan solusi dari permasalahan di MI Najahiyah Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Melalui penelitian tentang Implementasi Program Indonesia Pintar ini, diharapkan 

akan adanya hasil yang dapat memberikan berbagai manfaat, baik manfaat teoritis maupun 

manfaat praktis kepada berbagai pihak. 

1. Manfaat Teoritis 

 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan kemampuan untuk 

menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi 

yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara. Selain itu, diharapkan temuan-temuan 

dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan wawasan dalam kajian 

Ilmu Administrasi Negara terutama berkaitan dengan implementasi kebijakan program 

dalam bidang pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai saran, masukan, dan informasi 

bagi Kementerian Agama Kota Palembang agar pelaksanaan Program Indonesia Pintar di 

masa mendatang dapat terlaksana lebih baik lagi. 
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